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Abstrak  

 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang pola, sebab, dan dampak dari praktik politik 
uang. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi dengan  
memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia merugikan pemilihan, melanggar prinsip 
demokrasi, dan sulit ditindak hukum. Diperlukan reformasi sistem pemilihan untuk mengatasi politik uang 
dan memperkuat integritas demokrasi serta kepercayaan publik. Politik uang dipengaruhi faktor ekonomi, 
rendahnya pendidikan politik, norma budaya, kekuatan politik, dan kelemahan pengawasan. Praktik politik 
uang di Indonesia merusak demokrasi dengan memicu korupsi, ketidakadilan, dan menurunkan 
kepercayaan publik. Biaya tinggi pemilihan memperkuat korupsi politik, mengurangi representasi yang adil, 
dan meningkatkan risiko klientelisme, yang merusak nilai moral dan kualitas demokrasi. 

 
Kata Kunci: Demokrasi, Pilkada, Politik Uang. 
 

Abstract 
 
This study aims to gain a deeper understanding of the patterns, causes, and impacts of money politics 
practices. The research method used is a literature study, collecting information by understanding and 
studying theories from various related literature. The results of the study show that money politics in 
Indonesia harms elections, violates democratic principles, and is difficult to prosecute legally. Electoral 
system reforms are needed to tackle money politics and strengthen the integrity of democracy and public 
trust. Money politics is influenced by economic factors, low political education, cultural norms, political 
power, and weaknesses in oversight. The practice of money politics in Indonesia undermines democracy 
by fostering corruption, injustice, and reducing public trust. The high cost of elections reinforces political 
corruption, reduces fair representation, and increases the risk of clientelism, which undermines moral 
values and the quality of democracy. 
 
Keywords: Democracy, Regional Elections, Money Politics 
 
PENDAHULUAN 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam proses 
demokrasi di negara ini. Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk secara langsung 
memilih pemimpin lokal yang akan mengelola daerah mereka, mencakup posisi strategis seperti gubernur, 
bupati, dan walikota. Sejak diberlakukannya pemilihan langsung pada tahun 2005, Pilkada telah menjadi 
sarana utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan kehendak politik mereka secara bebas dan 
terbuka. Sistem ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan 
akuntabel, karena para pemimpin terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat yang mereka 
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pimpin. Pemilihan langsung juga memberikan peluang bagi kandidat-kandidat lokal untuk berkompetisi 
berdasarkan kemampuan dan visi mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong perkembangan daerah 
secara lebih efektif. 

Namun demikian, dalam perjalanannya, praktik politik uang (money politics) sering kali muncul 
sebagai salah satu fenomena yang merusak integritas dan kualitas demokrasi tersebut. Politik uang 
mencakup berbagai bentuk tindakan tidak etis, termasuk pemberian uang tunai, barang, atau janji-janji 
material kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Praktik ini tidak hanya mengabaikan 
prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan, tetapi juga menciptakan distorsi dalam proses pemilihan. Hasil 
akhir pemilihan seringkali lebih banyak ditentukan oleh kekuatan finansial daripada kualitas dan kapabilitas 
kandidat. 

Fenomena politik uang menimbulkan kekhawatiran serius mengenai masa depan demokrasi di 
Indonesia. Politik uang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan merusak fondasi 
moral dari pemerintahan yang demokratis. Pemimpin yang terpilih melalui praktik ini cenderung lebih fokus 
pada pengembalian modal politik mereka, daripada melayani kepentingan publik. Akibatnya, program-
program pembangunan yang seharusnya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sering kali 
terabaikan atau dijalankan dengan kualitas yang tidak memadai. 

Politik uang juga memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, karena hanya kandidat yang 
memiliki sumber daya finansial besar yang mampu bersaing dalam pemilihan. Hal ini mengurangi 
kesempatan bagi kandidat yang mungkin lebih kompeten dan berdedikasi, tetapi tidak memiliki cukup dana 
untuk melakukan kampanye. Sebagai akibatnya, pemerintahan yang terbentuk mungkin tidak 
merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. 
 Politik uang dapat didefinisikan sebagai praktik pemberian uang atau barang berharga lainnya 
kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Praktik ini mencakup berbagai bentuk 
gratifikasi, mulai dari uang tunai, sembako, hingga janji-janji pekerjaan atau proyek tertentu, yang 
semuanya dimaksudkan untuk membeli suara pemilih. Politik uang tidak hanya bertentangan dengan etika 
politik yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tetapi juga menciderai prinsip-prinsip 
dasar demokrasi yang bersih dan adil. Demokrasi seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih 
pemimpin berdasarkan kemampuan, integritas, dan visi mereka, bukan berdasarkan seberapa banyak 
uang yang mereka keluarkan untuk mendapatkan suara. 
 Dampak negatif dari politik uang sangat merusak dan berdampak luas, pertama, praktik ini 
menurunkan kualitas pemerintahan yang terpilih. Pemimpin yang terpilih melalui politik uang biasanya lebih 
berorientasi pada pengembalian modal politik yang telah mereka keluarkan selama kampanye. Mereka 
cenderung terlibat dalam berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan 
kembali uang yang telah mereka habiskan. Akibatnya, kebijakan dan program yang mereka jalankan sering 
kali tidak berfokus pada kepentingan publik atau pembangunan jangka panjang, melainkan lebih pada 
proyek-proyek yang dapat memberikan keuntungan finansial cepat bagi mereka dan kroni-kroninya. 
 Selain itu, pemimpin yang terpilih melalui politik uang sering kali mengabaikan kebutuhan dan 
aspirasi rakyat. Mereka lebih memperhatikan kepentingan para penyandang dana dan sponsor politik yang 
mendukung kampanye mereka. Ini menciptakan pemerintahan yang tidak responsif dan tidak akuntabel 
terhadap masyarakat luas, karena keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kepentingan sempit 
segelintir orang daripada kepentingan umum. Dampak jangka panjangnya adalah terhambatnya 
pembangunan sosial dan ekonomi, serta meningkatnya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik 
terhadap sistem politik. 
 Di Indonesia, politik uang sering kali terjadi pada berbagai tahapan Pilkada, mulai dari masa 
kampanye hingga hari pemungutan suara. Praktik ini tidak hanya terbatas pada pemberian uang atau 
barang secara langsung kepada pemilih, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lain seperti janji-janji 
pekerjaan, bantuan sosial yang diberikan secara selektif, dan bahkan pembiayaan acara-acara lokal yang 
bertujuan untuk menarik simpati pemilih. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa praktik 
politik uang sudah mengakar dalam sistem politik di banyak daerah dan menjadi tantangan besar yang sulit 
diberantas. 

Ada beberapa faktor utama yang memicu maraknya politik uang di Indonesia. Pertama, rendahnya 
pendidikan politik masyarakat memainkan peran signifikan. Banyak pemilih yang belum sepenuhnya 
memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan integritas kandidat, sehingga mereka lebih 
mudah terpengaruh oleh iming-iming materi. Pendidikan politik yang masih terbatas menyebabkan 
sebagian masyarakat cenderung pragmatis dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan 
keuntungan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap kualitas demokrasi 
dan pemerintahan. 
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Kedua, lemahnya penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Meskipun regulasi dan undang-
undang yang melarang politik uang telah ada, implementasinya sering kali tidak efektif. Banyak kasus politik 
uang yang tidak diusut tuntas, atau pelakunya hanya mendapatkan hukuman ringan. Kurangnya ketegasan 
dalam penegakan hukum memberikan sinyal bahwa praktik ini bisa dilakukan tanpa konsekuensi serius, 
sehingga pelaku politik uang merasa tidak jera dan terus mengulangi perbuatannya. 

Ketiga, tingginya biaya politik menjadi faktor pendorong lainnya. Untuk menjalankan kampanye 
yang efektif, kandidat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Biaya politik yang tinggi ini mencakup 
berbagai kebutuhan seperti iklan, acara kampanye, dan mobilisasi massa. Bagi kandidat yang tidak 
memiliki sumber daya finansial yang memadai, politik uang sering kali dianggap sebagai jalan pintas untuk 
memenangkan pemilihan. Hal ini menciptakan ketergantungan pada penyandang dana yang kemudian 
menuntut imbal balik setelah kandidat terpilih, sehingga korupsi dan kolusi semakin sulit dihindari. 

Secara keseluruhan, politik uang dalam Pilkada di Indonesia mencerminkan kompleksitas masalah 
yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Mengatasi masalah ini memerlukan 
pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik masyarakat, reformasi dalam 
penegakan hukum, dan upaya untuk menekan biaya politik. Dengan demikian, diharapkan praktik politik 
uang dapat diminimalisir, dan Pilkada dapat berlangsung secara lebih bersih dan demokratis, menghasilkan 
pemimpin-pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk melayani kepentingan publik. 

Studi literatur mengenai politik uang dalam Pilkada di Indonesia bertujuan untuk memahami lebih 
dalam tentang pola, sebab, dan dampak dari praktik ini. Dengan mengkaji berbagai penelitian dan literatur 
yang sudah ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meminimalisir politik uang, serta 
meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan di tingkat lokal 
 
METODE 
 Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan informasi 
dengan  memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. 
Pengumpulan informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pencarian dan pengumpulan 
informasi dari berbagai sumber  seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian yang dilakukan. Bahan pustaka 
yang diperoleh dari berbagai karya referensi dianalisis secara kritis dan selanjutnya dianalisis secara 
menyeluruh untuk mendukung saran dan ide (Puansah et al., 2024).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Politik Uang 

Abdullah Dahlan mendefinisikan politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang 
dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat 
atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain (Sjafrina, 2019). Adzimatinur menyebutkan 
politik uang merupakan fenomena praktek negatif dalam mekanisme elektoral sistem demokrasi (Hawing 
& Hartaman, 2021). Selanjutnya Halili menjelaskan dalam sistem demokrasi belum matang seperti di 
Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan (Hawing & Hartaman, 2021). 

Politik uang (money politic) sering disebut sebagai korupsi elektoral. Dikatakan demikian, sebab 
politik uang adalah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan 
korupsi (Satria, 2019). Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. 
Aspinall & Sukmajati menjelaskan Politik uang sebagai the mother of corruption adalah persoalan utama 
dan paling sering terjadi di Indonesia (Pahlevi & Amrurobbi, 2020). 

Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif 
terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput 
(pilkades) praktek money politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka 
terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif 
adalah perilaku yang harus dijauhi (Fitriyah, 2012). Dalam fitriyah disebutkan pada studi Nico L. Kana di 
Kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang (money politics) sudah biasa 
berlangsung di tiap pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai 
simbol tali asih (Fitriyah, 2012). Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, dalam fitriyah Sutoro Eko 
juga punya penjelasan, menurutnya politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai 
perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan 
membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal yang disebut oleh Sutoro Eko 
itu setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani (dkk), yang menemukan pemilih lebih menyukai 
bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak 
dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye (Fitriyah, 2012). 
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Dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik uang penulis memperoleh 
gambaran bahwa politik uang tersebut antara lain sebagai berikut:  

Uang dalam politik dapat merusak demokrasi, mempengaruhi pemilihan, dan merusak 
pemerintahan (Sacipto, 2019). Politik uang merupakan bentuk penyuapan serta memiliki pengaruh 
terhadap korupsi, dan praktik tidak etis. Politik uang dapat merusak demokrasi, kepercayaan publik, dan 
nilai-nilai etika. Politik uang dipandang sebagai penyuapan dalam Islam, merusak demokrasi (Wardhana, 
2020). Politik uang pengaruh berpengaruh pada pemilihan dan proses pengambilan keputusan. Politik uang 
menggunakan dana untuk mendapatkan keuntungan dan pengaruh politik (Lira, 2024). Uang dalam politik 
mengacu pada pengaruh keuangan terhadap keputusan politik dan Ini dapat berdampak pada kebijakan, 
kampanye, dan hasil pemilihan (Muqsith & Subono, 2022). Politik uang adalah penggunaan uang untuk 
mempengaruhi pemilihan dan mendapatkan kekuasaan, yang didalamnya melibatkan penyuapan, 
pendanaan kampanye, dan manipulasi keuangan untuk keuntungan politik (Riewanto, 2019). 

Selanjutnya disebutkan bahwa politik uang adalah pelanggaran pidana dalam pemilu yang 
melibatkan penyuapan dan korupsi, namun sulit diproses karena peraturan yang terbatas (Ananingsih, 
2016). Politik uang merupakan penggunaan dana untuk agenda politik atau bisa disebut sebagai upaya 
menyuntikkan dana untuk memastikan kelancaran proses politik (Ranggong et al., 2023). Uang dalam 
politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuasaan, korupsi, dan manipulasi pemilu, di mana 
peran uang mencakup kampanye politik, lobi, bantuan, serta berbagai praktik tidak etis. Dampak dari 
penggunaan uang ini dapat dirasakan pada demokrasi, pemerintahan, kepercayaan publik, dan 
peningkatan kesenjangan sosial (Irawatiningrum & Rohid, 2021). Politik uang melibatkan suap, hadiah, dan 
pengaruh keuangan dalam pemilihan, yang mempengaruhi hasil pemilihan dan merusak demokrasi (Qodir, 
2016). 

Dari beberapa literatur tersebut dapat dipahami bahwa politik uang merupakan praktik dalam setiap 
tahapan pemilu di mana uang digunakan untuk mempengaruhi hasil, sehingga menguntungkan salah satu 
partai politik atau kandidat dan merugikan pihak lain. Fenomena ini mencerminkan praktik negatif dalam 
mekanisme elektoral sistem demokrasi, melanggar etika dan aturan dalam proses pemilihan. Dalam sistem 
demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia, politik uang sering dijadikan alat untuk memobilisasi 
dukungan, dimana hal tersebut menunjukkan ketidakstabilan dan kelemahan dalam struktur demokrasi. 
 Politik uang sering disebut sebagai korupsi elektoral karena merupakan perbuatan curang dalam 
pemilu yang hakikatnya sama dengan korupsi. Praktik ini merusak integritas demokrasi, mengganggu 
proses pemilihan yang adil, dan merusak pemerintahan. Sikap permisif masyarakat terhadap politik uang 
memperparah situasi ini. Banyak pemilih menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar atau 
bahkan sebagai simbol tali asih, hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari 
praktik ini. Politik uang terjadi karena persepsi bahwa pilkada adalah perayaan, adanya kultur pragmatisme 
jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, serta 
lemahnya aturan main dalam proses pemilihan. 
 Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik politik uang sudah menjadi hal biasa di 
beberapa daerah, di mana masyarakat setempat memandang pemberian uang sebagai sesuatu yang 
normal. Dimana uang dalam setiap pemilihan dipandang sebagai simbol tali asih. Pemilih juga lebih 
menyukai bentuk kampanye terbuka yang disertai dengan pemberian uang, demikian itulah pragmatisme 
dalam proses pemilihan di tingkat akar rumput. 
 Praktik politik uang memiliki berbagai konsekuensi serius dimana uang dalam politik dapat merusak 
demokrasi, mempengaruhi pemilihan, dan merusak pemerintahan. Politik uang dianggap sebagai bentuk 
penyuapan yang memiliki pengaruh terhadap korupsi dan praktik tidak etis. Dalam perspektif Islam, politik 
uang dipandang sebagai penyuapan yang merusak demokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan 
melemahkan kepercayaan publik. Politik uang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan, 
kampanye, dan hasil pemilihan, serta dapat menciptakan kesenjangan sosial dan manipulasi dalam proses 
politik. 
 Selain itu, politik uang merupakan pelanggaran pidana dalam pemilu yang melibatkan penyuapan 
dan korupsi. Namun, praktik ini sulit diproses secara hukum karena peraturan yang terbatas dan kurang 
efektif. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi untuk memperkuat integritas proses pemilihan dan 
kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif politik uang. Secara keseluruhan, politik uang tidak hanya 
merusak demokrasi tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan nilai-nilai etika dalam masyarakat. 
Keberadaan politik uang mencerminkan kelemahan dalam struktur demokrasi dan hukum. 
 
Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cara yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi 
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masyarakat dalam pemerintahan sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum sudah 
menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara demokrasi, hampir semua negara demokrasi 
melaksanakan pemilihan umum. Mantan sekretaris jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau UN 
(United Nations) pernah mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan elemen utama dari demokrasi 
sebagai sebuah cara masyarakat untuk mengambil keputusan (Purwati, 2015). 

Tujuan pemilihan kepala daerah adalah untuk memilih kepala daerah di tingkat negara bagian dan 
kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, yaitu gubernur di tingkat negara bagian dan bupati/walikota di 
tingkat kabupaten/kota. Terisinya  jabatan pengurus daerah di tingkat negara bagian sama dengan terisinya 
jabatan pengurus daerah di kotamadya, dimana diantaranya dipilih  langsung oleh rakyat (Kristiyanto, 
2017). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah 
pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pilkada meliputi : 1. Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur; 2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; 3. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Putra et 
al., 2016). Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat 
merupakan suatu proses politik yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan politik negara Indonesia yang 
lebih demokratis dan bertanggung jawab (Usfinit et al., 2014). 

Herry Febriadi dalam L.M. Azhar Sa’ban (dkk) disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Implementasi 
demokrasi di Indonesia salah satunya di wujudkan dalam pe nyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara 
langsung (Sa’ban et al., 2019). 

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai mekanisme untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam 
pemerintahan, mencerminkan elemen utama demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk mengambil 
keputusan. Pemilu adalah cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai 
pemegang mandat kekuasaan tertinggi, yang hampir dilaksanakan di semua negara demokrasi. Tujuan 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah untuk memilih kepala daerah ditingkat provinsi yaitu gubernur, 
dan di tingkat kabupaten/kota yaitu bupati atau walikota.  

Implementasi demokrasi di Indonesia di tingkat lokal diwujudkan melalui Pilkada, yang merupakan 
bagian dari proses politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung 
jawab di daerah. Melalui Pilkada, rakyat secara langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. Pemilu dan Pilkada menunjukkan pentingnya pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan 
demokratis, serta memperkuat upaya untuk menciptakan proses politik yang lebih transparan, akuntabel, 
dan bertanggung jawab. 

 
Faktor Penyebab Politik Uang 

Dari telaah penelitian terdahulu dan berbagai jurnal ilmiah penulis memperoleh informasi tentang 
penyebab politik uang diantaranya : 

Keterbatasan ekonomi mendorong terjadinya politik uang di masyarakat. Kemiskinan 
mempengaruhi perilaku rasional individu untuk mengejar keuntungan pribadi dalam pemilihan. Selain itu, 
kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan ketidaktahuan akan adanya pelanggaran politik (Fitriani et 
al., 2019). Penyebab politik uang meliputi pembiayaan kampanye dan suap dan uang memiliki pengaruh 
besar terhadap partisipasi politik dan hasil pemilu (Simon et al., 2018). Politik uang dipengaruhi oleh 
persepsi masyarakat dan norma budaya dan praktik ini sering kali dipandang sebagai sesuatu yang umum 
dalam masyarakat Indonesia (Suprianto La Ode, Muh. Arsyad, 2019).  

Kemiskinan, kurangnya pendidikan politik, dan pengaruh budaya adalah faktor-faktor kunci 
penyebab politik uang tetap terjadi karena politik uang bertujuan untuk membeli suara demi keberhasilan 
kandidat (Alina, 2022). Politik uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Daerah perkotaan memiliki tingkat 
politik uang yang lebih rendah karena pendidikan yang lebih tinggi (Putri et al., 2020). Politik uang 
dipengaruhi oleh kekuatan politik dan stratifikasi masyarakat. Penggunaan uang dalam politik 
mempengaruhi tingkat demokrasi dan partisipasi masyarakat (Irawatiningrum & Rohid, 2021). Politik uang 
disebabkan oleh penerimaan masyarakat terhadap praktik penyuapan, di mana partai-partai politik 
mempengaruhi pemilih melalui insentif material dalam pemilu. Kurangnya ketegasan dari pejabat desa turut 
berkontribusi pada maraknya politik uang. Selain itu, peran terbatas Bawaslu dalam mengawasi dan 
menindak praktik politik uang menghambat upaya pencegahan yang efektif (Abhipraya et al., 2020). 
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 Politik uang terjadi karena otoritas yang terbatas dan norma sanksi yang tidak efektif. Tantangan 
dalam menangani politik uang muncul dari persepsi yang berbeda mengenai cara menangani kasus 
tersebut. Hambatan seperti kesenjangan regulasi dan keterbatasan otoritas juga berkontribusi pada 
maraknya politik uang (Ananingsih, 2016). 

Pembatasan dana kampanye yang diatur dalam UU No. 7/2017 dapat mendorong terjadinya politik 
uang (Riewanto, 2019). Faktor ekonomi dan pendidikan berkontribusi terhadap keterlibatan masyarakat 
dalam politik uang. Politik uang muncul karena adanya peluang dan tekanan ekonomi  (Muqsith & Subono, 
2022). 

Dari studi terdahulu dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya politik uang dalam 
pemilu, yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan kelemahan dalam sistem pengawasan 
dan regulasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut: 
1. Keterbatasan Ekonomi dan Kemiskinan 

Kemiskinan mendorong individu untuk mengejar keuntungan pribadi dalam pemilihan melalui 
politik uang. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik penyuapan. Faktor 
ekonomi dan tekanan finansial menciptakan peluang bagi politik uang, karena individu dalam kondisi 
ekonomi sulit cenderung menerima insentif material demi keuntungan jangka pendek. Dalam situasi di 
mana kebutuhan dasar sulit terpenuhi, janji-janji dan insentif finansial dari kandidat atau partai politik 
menjadi sangat menggoda. Ketika pilihan antara mempertahankan integritas dan memenuhi kebutuhan 
mendesak muncul, banyak yang memilih jalan yang lebih pragmatis. Hal ini menciptakan siklus di mana 
politik uang tidak hanya menjadi alat bagi kandidat untuk memenangkan suara, tetapi juga sebagai strategi 
bertahan hidup bagi pemilih yang mengalami kesulitan ekonomi. Akibatnya, proses demokrasi terganggu, 
karena keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada penilaian yang rasional dan objektif terhadap 
kemampuan dan visi kandidat, melainkan pada kebutuhan ekonomi yang mendesak 
2. Kualitas Pendidikan yang Rendah 

Kurangnya pendidikan, terutama pendidikan politik, menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan 
pelanggaran politik dan dampak negatif dari politik uang. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman 
yang baik tentang proses demokrasi dan etika politik, mereka cenderung tidak menyadari bahwa menerima 
uang atau hadiah dalam pemilu adalah tindakan yang merusak integritas pemilihan. Di daerah dengan 
tingkat pendidikan yang lebih rendah, tingkat politik uang cenderung lebih tinggi karena masyarakat di sana 
kurang memiliki kesadaran kritis dan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. 
Sebaliknya, di daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat lebih cenderung 
memiliki pengetahuan yang baik tentang proses demokrasi dan dampak negatif dari politik uang. Mereka 
lebih mungkin menolak praktik tersebut dan memilih berdasarkan kualitas kandidat dan program kerja yang 
ditawarkan. Pendidikan yang lebih baik tidak hanya meningkatkan kesadaran politik tetapi juga 
memperkuat kemampuan masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari calon pemimpin 
mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan 
politik, dalam upaya mengurangi praktik politik uang dan memperkuat demokrasi yang sehat dan 
berintegritas 
3. Budaya dan Persepsi Masyarakat 

Norma budaya dan persepsi masyarakat yang permisif terhadap politik uang membuat praktik ini 
dipandang sebagai sesuatu yang umum dan dapat diterima. Dalam banyak komunitas, politik uang telah 
berakar kuat sebagai bagian dari budaya dan norma sosial. Pemberian uang atau insentif material selama 
pemilu sering kali dianggap wajar dan bahkan diharapkan oleh masyarakat. Tradisi ini berkembang dari 
keyakinan bahwa menerima hadiah dari calon pemimpin adalah bentuk timbal balik atas dukungan mereka. 
Dalam beberapa kasus, pemberian uang dipandang sebagai tanda kepedulian dan perhatian dari kandidat 
terhadap kebutuhan konstituennya. 

Persepsi ini diperkuat oleh kebiasaan dan pengalaman masa lalu, di mana politik uang sudah 
menjadi bagian dari proses pemilihan yang biasa. Masyarakat yang menerima uang atau barang dari 
kandidat merasa bahwa mereka mendapat manfaat langsung dan nyata, sehingga praktik ini terus 
berlangsung dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Akibatnya, politik uang menjadi sebuah siklus yang sulit 
diputus, karena baik kandidat maupun pemilih merasa diuntungkan. 

Namun, pandangan permisif ini mengaburkan dampak negatif dari politik uang. Praktik ini merusak 
integritas proses demokrasi, karena keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional 
tentang kemampuan dan program kerja kandidat, melainkan pada insentif material yang diterima. Ini juga 
menciptakan lingkungan yang subur bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena kandidat yang 
menang melalui politik uang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya setelah 
terpilih. 
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4. Pengaruh Kekuatan Politik dan Stratifikasi Sosial 

Kekuatan politik dan stratifikasi masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam politik uang. 
Dalam masyarakat yang memiliki kesenjangan ekonomi yang besar, kelompok-kelompok yang lebih miskin 
cenderung lebih rentan terhadap pengaruh uang dalam pemilu. Penggunaan uang dalam politik tidak hanya 
menciptakan kesenjangan sosial tetapi juga memperkuatnya, karena kandidat dengan sumber daya 
keuangan yang lebih besar memiliki kemampuan lebih untuk mempengaruhi pemilih melalui insentif 
material. Partai-partai politik seringkali mengandalkan strategi keuangan untuk memenangkan suara, yang 
mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada politik uang. 

Dengan memberikan uang atau hadiah lainnya, partai-partai politik dan kandidat berusaha untuk 
membeli dukungan pemilih, mengurangi pentingnya debat substansial tentang kebijakan dan program 
kerja. Hal ini menyebabkan proses pemilihan menjadi tidak adil, karena kandidat yang kurang memiliki 
sumber daya finansial tetapi memiliki visi dan program yang baik sering kali kalah bersaing. Selain itu, 
praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, karena pemilih merasa bahwa suara 
mereka hanya dihargai sejauh insentif material yang diterima. 

Stratifikasi masyarakat juga mempengaruhi cara politik uang dijalankan dan diterima. Di komunitas 
yang lebih miskin, kebutuhan mendesak akan pemenuhan kebutuhan dasar membuat politik uang lebih 
diterima sebagai cara cepat untuk mendapatkan bantuan. Sementara di kalangan yang lebih kaya dan 
berpendidikan, ada kecenderungan yang lebih besar untuk menolak politik uang dan menuntut transparansi 
dan akuntabilitas dari para kandidat. 

 
5. Kelemahan dalam Pengawasan dan Regulasi 

Kurangnya ketegasan dari pejabat dan peran terbatas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam 
mengawasi dan menindak praktik politik uang menghambat upaya pencegahan yang efektif. Pejabat sering 
kali memiliki posisi strategis dalam proses pemilihan karena mereka berada di garis depan dalam interaksi 
dengan masyarakat setempat. Namun, kurangnya kesadaran akan pentingnya penegakan aturan dan 
hukuman terhadap politik uang dapat membuat mereka tidak aktif atau bahkan terlibat dalam praktik 
tersebut. Hal ini menciptakan lingkungan di mana politik uang dapat berkembang dengan bebas tanpa takut 
akan konsekuensi. 

Di sisi lain, peran terbatas Bawaslu dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang juga 
menjadi hambatan dalam upaya pencegahan yang efektif. Meskipun Bawaslu bertanggung jawab atas 
pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, keterbatasan sumber daya dan 
wewenang sering kali membuat mereka tidak mampu secara efektif mengatasi semua kasus politik uang 
yang terjadi. Selain itu, proses hukum yang lambat dan kompleks juga dapat menyulitkan proses 
penegakan hukum, sehingga praktik politik uang sering kali tidak dihukum dengan tegas. 

Kombinasi dari kurangnya ketegasan pejabat desa dan peran terbatas Bawaslu menciptakan celah 
dalam sistem pengawasan pemilihan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin terlibat dalam 
politik uang. Hal ini tidak hanya menghambat upaya pencegahan yang efektif, tetapi juga merusak integritas 
proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan 
perbaikan dalam penegakan aturan dan peningkatan peran serta Bawaslu dalam mengawasi pemilu, serta 
peningkatan kesadaran dan komitmen pejabat desa dalam mencegah dan menindak praktik politik uang. 

Keterbatasan otoritas dan kurangnya sanksi yang efektif merupakan dua faktor utama yang 
menyulitkan penanganan kasus politik uang. Kondisi ini tidak hanya menciptakan hambatan dalam 
pengaturan dan penegakan regulasi, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya prevalensi praktik politik 
uang yang meresahkan masyarakat. 

Pembatasan dana kampanye yang diatur dalam UU No. 7/2017, meskipun bertujuan baik untuk 
mengendalikan pengeluaran politik, ironisnya dapat menjadi pemicu terjadinya politik uang. Hal ini 
disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak untuk membiayai kampanye yang sering kali melampaui batas 
yang telah ditetapkan secara resmi. Sebagai akibatnya, kandidat atau partai politik dapat merasa terdorong 
untuk mencari sumber dana tambahan secara ilegal atau tidak etis, termasuk melalui praktik politik uang 
yang merugikan integritas demokrasi. 

Secara keseluruhan, faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan kelemahan dalam sistem 
pengawasan dan regulasi merupakan penyebab utama terjadinya politik uang dalam pemilu. Politik uang 
tidak hanya merusak integritas proses pemilihan tetapi juga mengganggu demokrasi dengan menciptakan 
ketidakadilan dan memperkuat praktik korupsi. 
 
 
 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1495416921&1&&2017
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah


Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia  

 
 
 

 

Irman Puansah 

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: 
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 
E-ISSN : 2598-6236 

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah 

 
 

 
 

785  
 Volume 8, Nomor 2, Mei 2024 

Dampak Politik Uang 
Tindakan politik uang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dalam proses pemilu di 

Indonesia, karena biaya yang tinggi untuk memenangkan pemilihan turut memperkuat praktik korupsi politik 
(Sjafrina, 2019). Biaya yang tinggi dalam proses pemilihan menyebabkan terjadinya korupsi politik dan 
praktik-praktik tidak etis (Satria, 2019). Praktik politik uang cenderung menghasilkan korupsi dan 
pemerintahan yang kurang representatif. Suap dalam politik merusak kepercayaan terhadap para pejabat 
terpilih dan kesejahteraan masyarakat (Alina, 2022). Praktik politik uang merusak integritas pemilu serta 
kepentingan publik. Biaya pemilu yang tinggi meningkatkan risiko klientelisme dan korupsi (Fitriyah, 2012). 

Dampak dari praktik politik uang adalah terjadinya korupsi dan ketidakadilan dalam proses 
pemilihan. Uang yang terlibat dalam politik mengurangi integritas dan lebih memprioritaskan kekayaan 
dibandingkan dengan prinsip pemerintahan yang adil (Atmojo & Pratiwi, 2022). Politik uang berdampak 
negatif pada demokrasi dalam jangka panjang (Fitriani et al., 2019). Praktik politik uang berdampak negatif 
terhadap kualitas demokrasi serta kinerja partai politiknya (Chandra & Ghafur, 2020). Praktik politik uang 
memiliki dampak negatif pada demokrasi dengan merusak nilai-nilai moral. Politik uang dianggap sebagai 
ancaman signifikan bagi proses demokrasi(Awaludin, 2021). Uang dalam politik menyebabkan korupsi dan 
merusak prinsip-prinsip demokrasi (Prasetyo, 2020).  

Dari beberapa literatur tersebut dapat diketahu bahwa Praktik politik uang memiliki dampak yang 
merusak pada proses demokrasi dan integritas institusi politik. Pertama-tama, praktik politik uang 
memperkuat praktik korupsi dalam pemilihan, karena biaya yang tinggi untuk memenangkan pemilihan 
cenderung memicu praktik korupsi politik. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam proses 
pemilihan serta merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. 

Kedua, praktik politik uang cenderung menghasilkan pemerintahan yang kurang representatif 
karena terjadinya suap dalam politik. Suap yang dilakukan dalam proses politik merusak kepercayaan 
terhadap para pejabat terpilih dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Selanjutnya, praktik politik uang juga berdampak pada integritas pemilu dan kepentingan publik. 
Biaya pemilu yang tinggi meningkatkan risiko klientelisme dan korupsi, yang pada gilirannya mengurangi 
integritas pemilu dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. 

Secara keseluruhan, dampak dari praktik politik uang adalah terjadinya korupsi dan ketidakadilan 
dalam proses pemilihan. Uang yang terlibat dalam politik mengurangi integritas dan lebih memprioritaskan 
kekayaan dibandingkan dengan prinsip pemerintahan yang adil. Praktik politik uang juga memiliki dampak 
negatif dalam jangka panjang terhadap demokrasi, dengan merusak nilai-nilai moral dan integritas institusi 
politik serta mengurangi kualitas demokrasi dan kinerja partai politiknya. Oleh karena itu, politik uang 
dianggap sebagai ancaman signifikan bagi proses demokrasi karena menyebabkan korupsi dan merusak 
prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. 

 
SIMPULAN DAN SARAN  
Simpulan 
1. Politik uang di Indonesia merupakan fenomena yang merugikan dalam proses pemilihan. Praktik ini 

melanggar prinsip demokrasi, merusak integritas pemerintahan, dan sulit ditindak hukum karena 
peraturan yang terbatas. Perlunya reformasi dalam sistem pemilihan untuk mengatasi politik uang dan 
memperkuat integritas demokrasi serta kepercayaan publik. 

2. Politik uang merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan 
ekonomi, rendahnya pendidikan politik, norma budaya, kekuatan politik, dan kelemahan dalam sistem 
pengawasan dan regulasi.  

3. Dampak praktik politik uang di Indonesia dapat merusak integritas demokrasi dengan memicu korupsi, 
ketidakadilan, dan merusak kepercayaan publik. Biaya tinggi dalam pemilihan memperkuat korupsi 
politik, mengurangi representasi yang adil, dan meningkatkan risiko klientelisme. Dampak jangka 
panjangnya termasuk merusak nilai moral, mengurangi kualitas demokrasi, dan mengancam prinsip-
prinsip demokrasi itu sendiri. 

Saran 
1. Diperlukan reformasi dalam sistem pemilihan di Indonesia. Peraturan yang terbatas saat ini sulit 

menindak praktik politik uang. Reformasi ini harus melibatkan penyempurnaan aturan dan penegakan 
hukum yang lebih tegas. 

2. Untuk menangani politik uang, perlu upaya serius yang melibatkan berbagai pihak, termasuk 
penguatan pendidikan politik, perubahan norma budaya, dan peningkatan pengawasan serta regulasi. 

3. Untuk menangani politik uang diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengurangan biaya 
pemilihan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas. 
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